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RINGKASAN 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 

(satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk 

hak atas tanah yang belum terdaftar, namun ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku 

terhadap jenis-jenis kredit tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 4 Tahun 1996 yang diantaranya 

menentukan bahwa terhadap jenis-jenis kredit tertentu  Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) berlaku sampai 

saat berakhirnya perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah 

yang membutuhkan kredit, terutama dalam hal Kredit Pemilikan Rumah, hal ini 

tentu saja untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menciptakan keadilan, dengan harapan mampu mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang merupakan salah satu 

tujuan Nasional Indonesia. 

Menilik latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah secara 

hukum dari segi peraturan-peraturan hukumnya mengenai SKMHT pada 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang erat kaitannya dengan penetapan batas 

waktu SKMHT. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

yuridis normatif, sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengkaji dan 

menganalisa tentang prinsip hukum perjanjian pokok dan perjanjian tambahan 

pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, mengkaji dan menganalisa dasar filosofi 

penetapan batas waktu SKMHT dan akibat hukum bagi krditur jika SKMHT tidak 

ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Selanjutnya 

disebut APHT). Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam 

penelitian tesis ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan Undang-

undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 

pendekatan historis (historical approach), sedangkan pengumpulan bahan hukum 

ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, 

mengindentifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasikan bahan-

bahan hukum  yang dipakai dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan. 

Pembahasan dalam tesis ini meliputi prinsip hukum perjanjian pokok dan 

perjanjian tambahan pada kredit pemilikan rumah, dasar filosofi penetapan batas 

waktu SKMHT dan yang terakhir mengenai akibat hukum bagi kreditur jika 

SKMHT tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT. Hasil dari pembahasan 

ini bahwa perjanjian tambahan merupakan perjanjian acessoir artinya artinya ada 

dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian 

kredit), hal ini adalah sesuai dengan pengertian dari Pasal 10 ayat (1) Undang-

undang Hak Tanggungan, sedangkan dasar filosofi penetapan batas waktu 

SKMHT selain untuk memberikan kepastian hukum juga untuk menciptakan 

keadilan bagi para pihak dan memberikan kemanfaatan terutama untuk 

masyarakat golongan ekonomi lemah, dan akibat hukum bagi kreditur jika 

SKMHT tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT mengakibatkan kreditur 
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sebagai kreditur konkuren yang mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan 

kreditur lainnya, karena sebagai pemegang jaminan umum yang di atur dalam 

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dan jika terjadi kredit macet bagi  kreditur 

konkuren maka penyelesainnya melalui gugatan perdata di Pengadilan.  

Hasil pembahasan tersebut, memberikan suatu pemahaman pada penulis 

untuk memberikan saran pada pembentuk Undang-undang mengenai penetapan 

batas waktu SKMHT terhadap tanah yang belum terdaftar wajib diikuti 

pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan, 

seharusnya  batas waktu SKMHT tersebut ditambah bukan lagi 3 (tiga) bulan 

melainkan lebih dari itu, karena proses penerbitan sertipikat pada umumnya lebih 

dari 3 (tiga) bulan. 
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SUMMARY 

Power of Attorney for Mortgage Imposition set out in Article 15 Law No. 

4 Year 1996 determines the existence of a time limit; that is, 1 (one) month, for 

land rights that have been registered and 3 (three) months for land rights that have 

not been registered. However, these provisions are not valid to certain types of 

credit as it has been stated in Regulation of State Minister of Agrarian Affairs 

/Head of BPN (National Land Agency) No. 4 Year 1996 which among others 

determines that certain types of loans of Power of Attorney for Mortgage 

Imposition (subsequently referred to SKMHT) are valid until the expiration of the 

credit agreement. This shows the government attention in providing protection for 

the economically weak communities in need of credit, especially in the case of 

House Ownership Loan; this is of course to help improve the welfare of the 

community and create justice, in hope of achieving prosperity and welfare for all 

Indonesian people, which is one of the National goals of Indonesia. 

Considering the background, author was interested in reviewing the legal 

aspect of the legal regulations concerning SKMHT the Home Ownership Loan 

agreement which is closely related to setting time limits for SKMHT. The type of 

this research used in writing this thesis was juridical normative, while the 

objectives were to study and analyze the principles of fundamental legal 

agreement and additional agreement to Home Ownership Loan agreement, review 

and analyze the basic philosophy of setting time limits and legal consequences for 

SKMHT creditor if SKMHT is not followed up by making a Certificate of 

Mortgage Imposition (then referred to APHT). In accordance with the objectives 

to be achieved, the methodology in this thesis research used three approaches, 

namely statute approach, conceptual approach and historical approach, whereas 

for the collection of legal materials, the writer used the method by classifying, 

identifying, categorizing and inventorying materials used in reviewing and 

analyzing problems. 

The discussion in this thesis covers principles of basic legal agreement and 

additional agreement on the mortgage, the basic philosophy of setting a time limit 

for SKMHT and, the last, legal consequences for the creditor if SKMHT is not 

followed up by making APHT. The results of this discussion indicated the 

additional agreement is an accessory agreement which means that the availability 

and the end of agreement is dependent on the principal agreement (loan 

agreement); this is in accordance with the definition of Article 10 point (1) of 

Mortgage Law, while the basic philosophy of delimitation of SKMHT time, in 

addition to providing legal certainty, is to create justice for the parties and 

providing benefits primarily for the economically weak communities, and the 

legal effect for the creditor if SKMHT is not followed up by making APHT is that 

creditor as a concurrent creditor who has the same and balanced rights with other 

creditors because as a general security holder set in Articles 1131 and 1132 of 

Civil Law, and if a non-performing credit happens to concurrent creditors, the 

completion is by a civil lawsuit at the District Court. 
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The results of these discussions provides an understanding to give advices 

to law makers on delimitation of SKMHT time to land that has not been registered 

that SKMHT should be followed by creating APHT no later than 3 (three) months 

after the given time limit, that SKMHT time limit should be extended not 3 (three) 

months but more than that time because the certificate issuance process is 

generally more than 3 (three) months. 
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